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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis di atas maka penulis mengambil kesimpulan:  

1. Penerapan hukum yang berupa sanksi pidana terhadap WNA yang menjadi 

pengedar psikotropika yang tertangkap di Indonesia pada dasarnya sama 

dengan pelaku yang lain yaitu tetap mengacu pada hukum acara pidana 

dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, hanya ada beberapa hal yang 

sering jadi pertimbangan khusus di mana penerapan sanksi pidana 

terhadap pelaku WNA lebih berat bila dibandingkan dengan pelaku WNI, 

antara lain dikarenakan: 

a. Biasanya dikaitkan dengan dokumen-dokumen keimigrasian. Apabila 

ditemukan pemalsuan keimigrasian maka akan memperberat 

hukuman. 

b. Menyangkut jenis peredarannya kalau dilakukan oleh badan 

hukum/sindikat internasional itu juga menjadi faktor pemberatan 

sanksi pidana. 

c. Demikian juga jumlah pada banyaknya peredaran, kalau jumlahnya 

sampai kilogram (kg) keatas dari data yang ada maka sanksi pidana 

yang dijatuhkan sampai pada sanksi pidana mati. 

 

 

 

 



56 
 

d. Sering juga dipandang sebagai perbuatan yang merendahkan martabat 

bangsa, maka sanksi pidana bagi pelaku pengedar gelap psikotropika 

biasanya dijatuhi sanksi pidana maksimal yakni pidana mati.  

2. Faktor menonjol yang menjadi pengaruh WNA mengedarkan psikotropika 

antara lain: 

a. Indonesia dianggap sebagai pangsa pasar psikotropika yang sangat 

menjanjikan. 

b. Pengawasan RI terhadap masuknya psikotropika masih dianggap 

lemah dan itu dimanfaatkan oleh WNA. 

c. Penerapan sanksi pidana di Indonesia oleh sebagian WNA dianggap 

masih ringan jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, 

dimana sebagian penerapan sanksi pidana terhadap pelaku WNA 

pengedar psikotropika tidak dikenakan sanksi pidana maksimal yakni 

pidana mati, tetapi hanya dikenakan pidana penjara.  

d. Banyaknya pintu masuk dari luar negeri ke Indonesia, baik melalui 

jalur darat, laut maupun udara karena memang Indonesia sebagai 

Negara kepulauan. 

Faktor-faktor menonjol inilah yang menjadi penyebab pelaku WNA lebih 

memilih Indonesia sebagai tempat mengedarkan psikotropika secara gelap, 

oleh karena itu setelah diketahui faktor-faktor penyebabnya maka peredaran 

gelap psikotropika dapat terungkap sehingga nantinya lebih memudahkan 

dalam menerapkan sanksi pidananya terhadap pelaku WNA. 
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B. Saran 

Setelah mengetahui penerapan sanksi pidana dan faktor-faktor menonjol 

penyebab warga asing mengedarkan psikotropika secara gelap di Indonesia, 

maka agar peredaran gelap psikotropika tersebut dapat berkurang maka dapat 

dilakukan beberapa langkah yang diambil antara lain: 

1. Merubah pandangan para pengedar psikotropika bahwa Indonesia bukan 

lahan bisnis yang subur di mana dalam penjualan psikotropika tidak 

menghasilkan keuntungan yang besar yakni dengan cara generasi muda 

diajarkan bahwa dengan menggunakan psikotropika adalah hal yang 

sangat merugikan sehingga dapat menekan jumlah pembeli psikotropika. 

2. Penerapan sanksi pidana di Indonesia ditingkatkan lebih berat agar dalam 

penjatuhan vonis pengadilan bagi pelaku pengedar psikotropika bagi 

warga asing tidak lagi dianggap remeh. 

3. Pintu masuk baik yang resmi maupun tidak resmi bagi masuknya 

psikotropika diperketat sehingga peredaran psikotropika dapat diawasi 

hanya bagi psikotropika yang sah beredar sesuai hukum dan aturan. 

4. Aturan dan pengawasan perdagangan bahan-bahan kimia yang bisa 

digunakan sebagai bahan dasar psikotropika lebih diperketat di Indonesia 

sehingga bahan-bahan dasar tersebut hanya bisa digunakan sesuai 

kepentingan dalam bidang pelayanan kesehatan dan juga ilmu 

pengetahuan. 
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